WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR '°%2 TAHUN 2014
TENTANG

SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Menimbang

Mengingat

d.

MELALUI PROSES SELEKSI

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk mempertahankan  kesinambungan  proses
pembelajaran yang bermutu dibidang pendidikan dasar dan
menengah perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru
melalui proses seleksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huraf
a perlu menctapkan Keputusan Walikota tentang Sekolah Yang
Melaksanakan Penerimasan Peserta Didik Baru Melalui Proses
Seleksi.

Undang-Undang Nomor © Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956, Naomor 20) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25,



10.

11.

12.

13.

14.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3412] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tehun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerinteshan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomeor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 200, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonecsia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007
tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang

16.

17.

Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang
Nomor 32),

Peraturan Daerah Kota Padang Nomeor 22 Tahun 2012 tentang
Percepatan Mutu Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayvaan Nomor 101
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional
Sekalah Tahun 2014.

MEMUTUSEKAN :

Sekolah yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru
melalui proses seleksi :

a. Sekolah Dasar Negeri Percobaan;

b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;

c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;

d. Sekolah Menengah Atas Negeri 1;

¢. Sekolah Menengah Atas Negeri 3; dan

f. Sekolah Menengah Atas Negeri 10.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini
dibecbankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal '>1'¢' 2014
Pj. WALIKOTA PADANG
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